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A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian yang mengkaji tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah
daerah telah banyak dilakukan. Akan tetapi, masih terdapat adanya perbedaan 
hasil antara penelitian satu dengan penelitian lain. Hasil penelitian yang berbeda 
menunjukkan adanya kontra antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014), yang melakukan penelitian 
mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Dalam penelitiannya 
selama periode 2010-2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada rasio efektifitas 
mengalami peningkatan. Yang semula efektif menjadi sangat efektif. Pada rasio 
efisiensi dikategorikan sudah sangat efisien dan mengalami peningkatan. 
Sedangkan pada rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali, tetapi 
mengalami peningkatan. 
Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pramono pada tahun 
2014, Ropa (2016), telah melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian tersebut, 
hasilnya dapat disimpulkan bahwa dalam periode Tahun 2011 sampai 2014 untuk 
tingkat efektivitasnya dapat dinyatakan baik pada setiap tahunnya dan mencapai 
angka rata-rata sebesar 100,06%. Tetapi terdapat berbedaan dalam tingkat 
efisiensinya yang dinyatakan kurang efisien karena mencapai angka rata-rata 
sebesar 96,29%. Sedangkan untuk tingkat kemandiriannya dapat dikatakan 





Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Dwiranda 
(2014) mengenai Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Bali Tahun 2007-2011, bahwa rasio kemandiriannya dalam kategori rendah sekali, 
rendah dan sedang. Pada efektivitas menunjukkan efektif dan sangat efektif, 
sedangkan pada efisiensinya menunjukkan kategori kurang efisien dan tidak 
efisien. Jika dilihat dari keserasian belanja, menunjukkan tidak ada keserasian 
antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanjanya, serta 
pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi. 
Rampengan dkk. (2016), meneliti tentag Analisis Efektifitas dan Efisiensi 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Kota Manado. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tingkat efektifitas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011-2013 dinyatakan 
kurang efektif, sedangkan untuk tahun 2014-2015 dinyatakan cukup efektif. 
Karena tingkat efektifitas masih kurang, hal ini disebabkan karena realisasi 
anggaran belanjanya memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran 
belanja yang harus dicapai. Sedangkan pada tingkat efisiensinya secara 
keseluruhan sudah diolah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 
2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 
dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi 
syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang 
maksimal. 
Sumenge (2013), juga telah melalukan penelitian yang hasilnya tidak jauh 





Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Dari hasil penelitiannya selama periode 
tahun 2008-2012 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tingkat efektifitas 
mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 dan 2009 dikategorikan cukup efektif. Pada 
tahun 2010 dan 2012 sudah efektif. Tetapi pada tahun 2011 dikategorikan kurang. 
Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak 
dilaksanakan. Sedangkan pada tingkat efisiensi pada tahun 2008-2011 sangat 
efisien, sedangkan pada tahun 2012 dikategorikan efisien. Jadi dapat 
dikategorikan sudah efisien dalam keseluruhan pengelolaannya. 
Kemudian di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pankey dan Pinatik 
(2015), mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil yang 
berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
dalam periode anggaran belanja 2010-2014 untuk rasio efektivitas penggunaan 
anggaran belanja langsung dalam keseluruhan tahun dinyatakan tidak efektif 
karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, banyak program 
yang terealisasi tapi tidak sesuai anggaran yang direncanakan serta ada program 
yang tidak terealisasi. Sementara itu, untuk tingkat efisiensi anggaran belanja 
tidak langsung dari tiap tahun dapat dinyatakan tidak efisien, karena keseluruhan 
dari anggaran belanja tidak langsung tidak dapat mencapai atau bahkan 
melampaui anggaran yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja 
sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi sehingga setiap tahun 





B. Tinjauan Pustaka 
1. Akuntansi Sektor Publik 
Menurut Bastian (2001: 6), akuntansi sektor publik merupakan suatu 
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana 
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi daerah dan departemen-departemen yang 
ada di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial 
maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. sedangkan 
Pangkey dan Pinatik (2015), mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik 
merupakan suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan 
melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan suatu informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pengelola dana publik untuk 
mengambil suatu keputusan. 
a. Akuntansi Keuangan Daerah 
Menurut Halim dan Kusufi (2012: 43), akuntansi keuangan daerah 
merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pancatatan, dan 
pelaporan transaksi ekonomi dari pemerintah daerah yang digunakan sebagai 
informasi untuk pengambilan suatu keputusan kepada pihak eksternal pemerintah 
daerah (DPRD, BPK, investor, kreditur, dan donatur). Peraturan Pemerintah No 
58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah 
merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 





Kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam akuntansi terdiri atas tiga bidang 
utama, yaitu akuntansi komersial, pemerintah, dan sosial. 
1) Akuntansi komersial 
Dalam akuntansi komersial ini, data yang dihasilkan akan digunakan untuk 
menyampaikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, investor, 
kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Menurut Erlina, dkk. 
(2015) akuntansi komersial merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
suatu peristiwa ekonomi pada suatu perusahaan untuk mencari laba.  
2) Akuntansi pemerintah 
Di dalam akuntansi pemerintahan, data yang dihasilkan akan dipergunakan 
untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan 
pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, serta masyarakat. 
Lingkup akuntansi pemerintahan terdiri atas akuntansi pemerintahan pusat dan 
daerah. Akuntansi pemerintahan daerah terdiri atas akuntansi pemerintahan 
provinsi dan kabupaten atau kota. 
Menurut Halim dan Kusufi (2012: 39), akuntansi pemerintah mempunyai 
beberapa tujuan yaitu: 
a) Sebagai pertanggungjawaban untuk memberikan informasi keuangan secara 
lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yag tepat, berguna bagi pihak-pihak 
operasi pada unit pemerintah, dan setiap badan yang mengelola keuangan 
negara diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawabannya atas 





b) Sebagai manajerial yang memberikan informasi keuangan yang dipergunakan 
untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian 
anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian 
kinerja pemerintah. 
c) Sebagai pengawasan yang memungkinkan diselenggarakannya pemeriksaan 
oleh aparat pengawas fungsional baik secara efektif maupun efisien.  
3) Akuntansi sosial 
Akuntansi sosial merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
suatu peristiwa atau transaksi ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. 
Contohnya seperti dipakai dalam organisasi sektor publik yaitu partai politik, 
masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat. 
Akuntansi ini khusus diterapkan dalam lembaga dalam artian makro yang 
melayani perekonomian nasional. 
Kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
Sumber: Erlina et al (2015) 











b. Akuntansi Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah dalam PP No 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan 
pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan 
lain-lain pendapatan yang sah. 
1) Pendapatan asli daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 
2011 kelompok pendapatan asli daerah dapat dibagi menurut jenisnya yaitu pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. 
a) Pajak daerah 
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Terkait 
dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2000 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan pajak yang berbeda bagi 
provinsi dan kabupaten/kota serta kode rekening juga dibedakan untuk provinsi 
maupun untuk kabupaten/kota. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak 
untuk provinsi meliputi: 
1. Pajak kendaraan bermotor 





3. Bea balik nama kendaraan bermotor 
4. Bea balik nama kendaraan di air 
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
6. Pajak air permukaan 
7. Pajak rokok 
Sedangkan pendapatan pajak daerah bagi kabupaten/kota meliputi: 
1. Pajak hotel 
2. Pajak restoran 
3. Pajak hiburan 
4. Pajak reklame 
5. Pajak penerangan jalan 
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c 
7. Pajak lingkungan 
8. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
9. Pajak parkir 
10. Pajak sarang burung wallet 
11. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 
12. BPHTB 
b) Retribusi daerah 
Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagai penjabaran dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 





dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu retribusi jasa umum, 
retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 
1. Retribusi jasa umum 
Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah 
daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi maupun badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori 
pemerintah provinsi meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian 
kendaraan bermotor, retribusi penggantian beban cetak peta, retribusi pelayanan 
tera/tera ulang, dan retribusi pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk pemerintah 
kabupaten/kota meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan, retribusi pengganti beban cetak KTP dan beban cetak 
akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabungan mayat, 
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi 
pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 
retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pengolahan limbah cair, 
retribusi pengganti beban cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, serta 
retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
2. Retribusi jasa usaha 
Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah 
provinsi meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha tempat 





pelayanan kepelabuhan, jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, jasa usaha 
pengolahan limbah cair, jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, jasa usaha 
tempat khusus parkir, dan penyeberangan di air. Sedangkan untuk pemerintah 
kabupaten/kota meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha pasar 
grosir atau pertokoan, jasa usaha tempat pelelangan, jasa usaha terminal, jasa 
usaha tempat khusus parkir, jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, 
jasa usaha rumah potong hewan, penyeberangan di air, penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus, jasa usaha pelayanan kepelabuhan, jasa usaha tempat rekreasi 
dan olahraga, jasa usaha pengolahan limbah cair, dan jasa usaha penjualan 
produksi usaha daerah. 
3. Retribusi perizinan tertentu 
Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksud untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan 
ruang, SDA, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu untuk melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan 
tertentu untuk pemerintah provinsi meliputi retribusi izin trayek dan izin usaha 
perikanan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi retribusi 
izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin 
gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. 
c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 





dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup: 
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD 
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN 
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat 
d) Lain-lain PAD yang sah 
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 
milik pemerintah daerah yang transaksinya disediakan untuk mengakuntansikan 
penerimaan daerah selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Jenis objek 
pendapatan ini meliputi: 
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 
2. Jasa giro 
3. Pendapatan bunga 
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah 
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing 
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
8. Pendapatan denda pajak 
9. Pendapatan denda retribusi 





11. Pendapatan dari pengembaian 
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 
15. Hasil pengelolaan dana bergulir 
2) Pendapatan transfer 
Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari 
otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok pendapatan transfer ini digolongkan 
menjasi 2 jenis untuk pendapatan provinsi dan 3 jenis untuk pendapatan 
kabupaten/kota. 
a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak, 
dana bagi hasil bukan pajak (SDA), dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khusus. 
b) Transfer pemerintah pusat-lainnya, meliputi dana otonomi khusus dan dana 
penyesuaian. 
c) Transfer pemerintah provinsi, meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan 
pendapatan bagi hasil lainnya. 
3) Lain-lain pendapatan yang sah 
Pada peraturan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pendapatan ini 
dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang 
dari pemerintah dan dana darurat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup pendapatan 





c. Akuntansi Belanja Daerah 
Seperti yang dijelaskan menurut Erlina (2015: 153), belanja menurut PSAP 
No. 2 Paragraf 7 merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara 
atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayana kembali oleh pemerintah. 
Menurut PSAP No. 2 Paragraf 36-40, klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan 
keuangan dapat dikelompokkan menjadi: 
1) Belanja operasi 
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk 
kegiatan sehari-hari pemerintah pusat maupun daerah dan bersifat jangka pendek. 
Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, 
dan bantuan sosial. 
2) Belanja modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. 
3) Belanja lain-lain/belanja tak terduga 
Belanja lain-lain/belanja tak terduga merupakan suatu pengeluaran anggaran 
untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan untuk terulang 





lainnya yang sangat diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah 
pusat atau daerah. 
4) Transfer keluar 
Transfer keluar merupakan suatu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke 
entitas pelaporan lainnya, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah 
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
Selain itu, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah 
dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, 
belanja dapat dikelompokkan menjadi: 
1) Belanja tidak langsung 
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang telah dianggarkan tidak 
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak 
langsung dapat dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut. 
a) Belanja pegawai 
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan 
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 
yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. 
b) Belanja bunga 
Belanja bunga digunakan untuk penganggaran pembayaran Bungan utang 
yang dihitung atas kewajiban pokok utang yang berdasarkan perjanjian pinjaman 





c) Belanja subsidi 
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 
kepada perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk barang atau jasa 
yang ditujukan untuk masyarakat umum agar harga jual yang dihasilkan atau 
ditetapkan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 
d) Belanja hibah 
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah 
lainnya maupun kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya. 
e) Bantuan sosial 
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam 
bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tujuannya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak diberikan secara terus-
menerus atau tidak berulang dalam setiap tahun anggarannya dan memiliki 
kejelasan dalam penggunaannya. 
f) Belanja bagi hasil 
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang 
bersumber dari pendapatan derah provinsi kepada kabupaten/kota, pendapatan 
kabupaten/kota terhadap pemerintah desa, maupun pemerintah daerah satu dengan 






g) Bantuan keuangan 
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang 
bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten/kota, pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa maupun 
pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya yang bertujuan untuk 
memeratakan dan/atau meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 
h) Belanja tidak terduga 
Belanja tidak terduga merupakan belanja yang ditujukan untuk kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan untuk berulang kembali. Seperti 
biaya penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial yang tidak bisa 
diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 
pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan harus didukung dengan 
bukti-bukti yang sah. 
2) Belanja langsung 
Belanja langsung merupakan belanja yang telah dianggarkan secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dilihat 
dari jenisnya, belanja langsung dapat digolongkan menjadi: 
a) Belanja pegawai 
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam 






b) Belanja barang dan jasa 
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam pembelian atau 
pengadaan barang dan/atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang 
digunakan untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam 
pemerintahan daerah. 
c) Belanja modal 
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk 
pembelian, pengadaan, atau pembanguan suatu aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Belanja ini dipergunakan untuk 
kegiatan-kegiatan dan kepentingan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap 
lainnya. 
d. Anggaran Sektor Publik 
Mardiasmo (2004: 62) menyebutkan bahwa anggaran publik merupakan 
suatu bentuk rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja 
suatu organisasi dalam satuan moneter. Sedangkan Sumenge (2013) menyebutkan 
bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik adalah suatu 
dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang memuat informasi 
mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas keuangan. Pada sektor publik, 
anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan 





sehingga perlu adanya akuntabilitas atas pengelolaan dan penggunaan dana publik 
tersebut. 
Pentingnya suatu anggaran bagi sektor publik karena mempunyai beberapa 
alasan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004: 63) adalah sebagai 
berikut. 
1) Karena anggaran merupakan suatu alat untuk mengarahkan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah dalam hal sosial-ekonomi, kesinambungan 
kehidupan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
2) Diperlukannya anggaran karena adanya keterbatasan sumber daya yang 
dimiliki. Karena kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tanpa batas dan 
terus berkembang sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. 
3) Anggaran dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa pemerinta telah bertanggung 
jawab terhadap masyarakatnya. Jadi anggaran merupakan wujud dari 
akuntabilitas publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. 
Adapun fungsi anggaran adalah sebagai berikut. 
1) Sebagai alat perencanaan 
2) Sebagai alat pengendalian 
3) Sebagai alat kebijakan fiscal 
4) Sebagai alat politik 
5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi 
6) Sebagai alat penilaian kinerja 





8) Sebagai alat menciptakan ruang publik 
2. Otonomi Daerah 
Menurut UU No.32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah 
adalah yang berhubungan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas 
serta akuntanbilitas sektor publik di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002: 26), 
pengimplikasian otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa 
dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 
memberikan informasi keuangan kepada publik dan departemen-departemen yang 
ada di atasnya. 
Suatu keberhasilan keberhasilan daerah otonom dapat dikatakan berhasil 
dapat dilihat dari: 
a. Kemampuan keuangan daerah 
Artinya suatu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan pendapatan 
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahannya. 
b. Ketergantungan pada bantuan pusat 
Hal ini harus seminimal mungkin dilakukan agar pendapatan asli daerah 
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, 
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar dan tingkat kemandirian suatu 





3. Pengukuran Kinerja 
a. Value for money 
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber 
kebocoran dana, serta institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru telah muncul 
supaya organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam 
menjalankan aktivitasnya. Menurut pendapat dari Ulum (2004: 271), yang 
menjelaskan bahwa value for money merupakan suatu konsep pengelolaan 
organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas. 
1) Ekonomi 
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang 
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 
dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana 
organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan yaitu 
dengan cara menghindari pengeluaran yang boros serta yang tidak produktif. 
2) Efisiensi 
Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan 
standart kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi untuk mencapai output 









Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan. Lebih singkatnya efektivitas ini merupakan perbandingan antara input 
dengan outputnya. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah (Yuliana, 2013). 
Dalam pelaksanaannya, APBD mempunyai beberapa fungsi (Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 pasal 16) yaitu sebagai berikut. 
a. Fungsi otorisasi 
b. Fungsi perencanaan 
c. Fungsi pengawasan 
d. Fungsi alokasi 
e. Fungsi distribusi 
f. Fungsi stabilisasi. 
APBD merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut : 





b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 
biaya yang berkaitan dengan aktivitas daerah serta adanya biaya yang 
merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. 
c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 
d. Periode anggaran biasanya satu tahun. 
Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu meliputi: 
a. Pendapatan 
Pendapatan sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. 
b. Belanja 
Belanja dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, 
belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja 
tidak terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu 
belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 
modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 
modal. 
c. Pembiayaan 
Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit 
anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, 





Sedangkan dalam laporan realisasinya, menurut Rampengan et. al. (2016), 
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dengan realisasinya dalam satu periode waktu pelaporannya. Tujuannya adalah 
untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar realisasi yang telah terjadi 
atas laporan yang telah dibuat tersebut serta menunjukkan tingkat ketercapaian 
target-target yang sudah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Efektivitas dalam Keuangan Daerah 
Menurut Halim dan Kusufi (2012), rasio efektivitas dalam pendapatan 
daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 
pendapatan yang telah diperoleh dengan target yang telah ditetapkan dan 
direncanakan berdasarkan potensi riil di daerah tersebut. Hal tersebut dapat diukur 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
Rasio Efektifitas  = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 𝑋 100% 
Sedangkan rasio efektivitas menurut Mahsun (2014: 191), dalam belanja 
daerah merupakan ukuran dari suatu keberhasilan lembaga atau organisasi dalam 
usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau 
organisasi tersebut. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 
Rasio Efektifitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑋 100% 
Kemampuan daerah dapat dikatakan efektif apabila mencapai minimal 
sebesar 1 (satu) atau 100% persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka 





6. Efisiensi dalam Keuangan Daerah 
Menurut Halim dan Kusufi (2012), rasio efisiensi dalam pendapatan daerah 
adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah tersebut dengan realisasi 
pendapatan yang telah diterima. 
Rasio Efisiensi =
Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan
Realisasi Penerimaan Pendapatan
 X 100% 
Sedangkan rasio efisiensi dalam belanja daerah menurut Mahsun (2014: 
189), merupakan suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila kegiatan tersebut 
menggunakan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin. Rasio ini 
membandingkan antara output dengan input. Jadi membandingkan antara berapa 
dana yang telah digunakan atau dikeluarkan dengan dana yang telah didapatkan 




 X 100% 
Rasio ini dapat dikategorikan efisien apabila dapat mencapai kurang dari 1 
(satu) atau di bawah 100%. Jadi, semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik 
dan efisien kinerja pemerintah daerah. 
7. Kemandirian dalam Keuangan Daerah 
Menurut Halim dan Kusufi (2012), rasio kemandirian menunjukan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak 
dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. 





Daerah (PAD) di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber 
yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi, maupun dari pinjaman. 
Rasio ini menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap bantuan 
atau dana dari pusat. Semakin tingginya rasio kemandirian menunjukkan bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 
Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya. 
Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ
𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥100%  
 
 
